PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUS] IZIN PRAKTIK BIDAN
DAN BIDAN MADYA

DENGAN RAHMAT TUHAN ¥ANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

Manimbang . o bahwa dalem upays mendayagunskan tanaga Bidan
menunjang pelayanan dan  pembangunan kesshatan masyaraks,
sojalan dengan  ketentuan Parabuan Menter Kesehatan bomar
ST2MenkesPerVIN996 terang Registrasi Prakeik Bldan dan
ketentuan Pasal 13 Pereturan Daeroh Kota Pelembang Momor 22
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Hota Palsmbang
dibsetang kesshatan, parly dilakukan pembinaan terhadap Biden;

b.bahwa sehubungan dengan hund a diatss terhadap pembinsdn
tarsabut, periy dipungut dan distur rebibusinye berdasarkan stndar

Jesa palayanan yang ciberikan;

&. bahwa uniuk memanuhi maksoed berssbul, perlu Satur dan ditetapkan

dengan Peraturan Dasrah Kola Palembang.

Mangingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1958 tantang Pembenbukan Daerah
Tingkat §i dan Kctapraja i Swratera Selatan (Lembaran Negara R
Tahun 19589 Momor 73, Tambahan Lembaran Megara Momor 1813).
2 Undang-undang Momos 23 Tahun 1392 fentang
(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomar 100, Tambahan Lembaran

Megera Momaor 3485,

3. Undang-undang Momor 18 Tahun 1987 tentang Pejak Dacrah dan
FRotribusi Daemh (Lembaran Megare R| Tahun 1887 Momer 41,
Tambahan Lembaran Megera hemor 3885) sebagaimana lefah
dirubah dengan Undeng-undang Momor 34 Tahun 2000 (Lemarsn
Megars Tahun 2000 Nomor 286, Tambahan Lembaran Megara

Memor

4048},
4 Undangundang Momés 8 Tahun 1959 temiang Pasiindungan
Konaumon {(Lambaran Negara Rl Tahun 1889 Momor 42, Tambahan

Lembaran Negara Nomar 3821).

% Undang-urdang Momor 32 Tehun 1689 lentang Pemesintahan
Daerah {Lembaran Megara RI Tahun 1289 Momor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nemor 3838),

& Porafuran Pemerintah Momor 32 Tohun 1896, lantang Tenaga
Hesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomer 43, Tambahan

Lambatan Nagasa Nomwr 3637T).

7. Peraturan Pamerinish Nemor 25 Tahun 2000 temang Kewsnangan
Pamerintah dan Kewenangan Pemerntah Sebagai Daerah lonom
{Lembaran Megara RI Tahun 2000 Memor 54, Tambahan Lembaran

Momor 3852),

Megar .
B Paraturan Pomorintah Momor 66 Tahun 2001 tentang Refribus:
Daerah (Lombaran Megara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Megara Noeor 4138y
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9, Keputusan Presiden R Momor 44 Tahun 1882 fentang Teknlk
PBH}"USI.ITBI‘. Peraturan Puundangmnchngan Dary Bantuk
Rencangan Undang-undang, Rancangan Perafuran Pemerintzh dan
Rancangan Keputusan Presiden,

10. Peraturan Daefah Mota Palembang Momor 22 Toben 2000 fentang
Fewanongan Pemerntain Kota Palembang.

11.Peraturan Dasrah Kota Palombang Momes 2 Tahun 2001 tantang
Pembentukan, Kedweduken, Tuges Pokok, Fungsi dan Strubkdur
‘Organésas| Dinas Dasrah.

12 Keputusan Dewan Porwakilan Rakyst Dasrah Keola Palembang
Momer 16 Tahun 2002 tartang Persebujian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Palambang tentarg Pembinaan dan Retribusi
lzin Prakiek Bidan dan Bidan Madya

Dengan Persatujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
MEMUTUSEKAN

PERATURAN DAERAH HOTA PALEMBANG  TENTANG
FEIT?IK‘M&AH DAN RETRIBUSI FRAKTIK BIDAN DAN BIDAN

BaAB |
KENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratwan Daerah ini vang dimaksud dengan ©

. Daerah adalah Keta Palembang.

Pemorintzh Dasmbh adalah Kepala Daswah beserta Parangkat

Daarah Clonom yang lain sebagal Badan Elsekulif Daerah.

Kepala Daarah adatah Wallkata Palembang.

Wakil Kepala Deorab adalah Walkd Walikata Palembang.

Selrelaiis Dastah adalah Sclirelaris Daorah Kota Palombang,

[Dinas Kesehatan adetah Dines Kesehatan Kota Patembang.

Kepala Oinas adalah Kapala Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Bidan wadalah  seorang wenita yang telah mengikuti  dan

menyelesaikan Pandidikan Sidan yang telah diskui Pemerintah dan

lelah lulus ujisn sesual dangan persyanatan yang berfaku.

9, Eidan Madya adsiah gsotang wanita yang telah mengikui dan
menyelesaikan Pendidican Akademi Bidan yang telah diakul
mmwngmm s ujian sesual dengan persyaratan yang

10, Surot Penugasan yang selanjutrya disingkat 5P adalah menspakan

n kewenangan untuk melakukan pekeraan sebegal Bidan
gmﬁmnhui Kesshatan yang dikehmrken oloh Dinas Kesohoian
ra ;

11, Swat lZn Praktk Bidan yang selanjubrya disingkat SIPE adalah
surat @in yang dibertcan olsh Kepals Dasrah mefalui Dinas
Hosehotan kepada Bidan unbuk melaksanaken praksik pengabdian
prafesl.

t2. Masa Bakti sdalsth mase pengebdian profesi Bidan detam

menjalankan fugas yang diberikan cleh Pemernish pada suaby

sarana pelayanan kesahatan.

e
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13 Retribusi Prakiik Bidan yang setanjutnya disebyl Retribusi adalzh
Eiaya yang dipungut atas pambaerian izin prasdek Bidan,

T4, Wajib Retribusi adaleh orang yang menurut peraturan parundang-
undangan retribusl divajibkan itk melakukan  pembayaran
ralribusi,

15, Masa Relribusi adalah sustu fangla waktu temeniu yang métipakan
mv:m bigi wajb retribus| unbuk memanfastkan termpat khusus

i6. Sural Pendaftaran Obyek Refrbusi Daerah yang sed@njutriya
disingkat SPAORD adalah surat yang digunakan cleh wajit retribusi
uniuk mefaporkan obyek retibual dan wajib retribus! sabagai dasar
penghitungan dan pambayaran relribusi yang ferutang menund
paraturan pefundoeng-undangan rebribusi Dasrah.

17. Surat Keletapan Rstribusi Dasrsh yang sslanjutnys disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang meneniukan besarmya umiah ratribusi
yang terhutang. J

18. Surat Katetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan unfuk
selanjuinya disingiiat SKROKET adalah Surat Keputusan yang
menardukan tambahan atas jumish retibusi yang telah ditstaplan.

19, Surat Ketetapan Retibusi Dasrah Lebih Bayar uniuk selanjutrmys
disingkat SKROLE adafsh Surst Kepuhman yang messnbukas
[umlah kelebiban pembayaran ratribusi karsna jumish ket retribus
lebih besar dasi retribusi yang tendang steu seharusmya bdak

torutong.

20. Suret Tagihan Retribusi Dasrah unsulk salanjunya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan rofribusi dan atau sanis)
adminlsirasi borupa bungs dan atau denda.

1. Surat Keputusan Keberatan adalah surst keputusan ates keberatan
terhadap STRD atau dokuman lain yang dipersamakan, SKROKST
dan SKROLB yang diajukan cioh Wajib Retribusi,

22, Pamariksean  adalah  serangh@ian  kegiatan  wnluk  mencar,
mengumpulksn, dan mengelole dato dan atau keterangan lainnya
dalam rengka peongaswasan kepatuhan permenihan foewajiban
reribusi Daerah  berdesarkan perahran  perundang-undangan
relribusi Daerah.

23, Penyidikan Tindak Fidsna di Bidang Retubusi Daerah adalsh
serangiaien tindakan yang dilakukan sleh Penyidik Pegawal Nagari
Sipil yang selenjuinyn dissbut Panyidk unfuk menced  sedn
mengumpulkan bukt, dsngan bubkli v membuat terang tindak
pidana dibidang refribusi Deemah yang tefadi sods monsmukan
tarsangha.

BAB I
MAKSUD DAN TLLILAN
Pasal 2
Fembinaan praktk Bidan dan Bidan Madya  dimaksudkan agar
koberadean Bidan dopat berdays guna dan berhasd guno dalam
menunjEng peleyanan dan pembangunan kesshatan dalam Daarah,
Pasal 3

Tujuan pembinsan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Paraturan Daarah Inl,
adalah sebagai upaya pangaturan profosi Bidan dan Bidan Madya.



BAB 1
MASA BAKTI
Pasal 4

Bidan dan Bidan Madya yang wajib molaksanakan masa bakli adafah

Bidan dan Bidan Madya yang baru menyelesaikan pendidikan dan telah
sedasal malaksanakan masa bakti selama 3 {tiga) tahun.

Pagal &

Selinp Bidan dan Bidan Madya secem langsung memilki SP, yang
mempunyai kewenangan untuk malakukan pekenasn sebagasi Bidan,

BAR IV
PENGEMBANGAM KARIER
Pagal B

(1} Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang bavstatus Pegawal Naged
Sipl (PMS), setalah menyelesaikan masa bakfimma dan memanuhi
persyaralan vang ditentukan, dapat mangembangkan Keriemya
pade jabatan strukdural, jabatan fungsienal dan malanjuikan
pendidikan atau bakerin pada sarana Kesshatan swasts.

(2) Bagi Bidon dan Bidan Madya yang berkera pada sarana
kesshatan swasta dan telzh meryelesaikan masa baklinga, dapat
mangembangkan karernya pada sarana kesohatan lainmya,

(% Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang akan menduduld jenfang
jabatan fungsional hamus memanuhi persyaratan yang diftentuloan
urtuk jsbatan fungsisnal tersehist,

BAB W
FERIZINAN
Pasal 7

{1) Bidan dan Bidan Madya yang mengalankan praitk perorangan
weajib memiliki & |PE dari Kepala Daerah mefalul Dinas Kesehatan.
{2) Untuk memparoleh SIPE  sobagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ink, Pemghen hanus melengkapl parsyaraten sebagai bedkud
a. Melampiken pholo copy Haru Tanda Penduduk (KTF)
Pamahon,
b. Malampikan photo  copy Surat  Kelersngan  selesal
malaksanakan maga bakd,
& Malampirkan photo copy EP.
d. Malampikan Rekemendasi dari Organisasi Profesi Bidan.
e. Melampitkan sural persebujusn  slasan b¥a mesih  dalam
palaksanaan masa bhaldi atau bila ssbagai pegawai.
f. Pas photo ukuran 4 x & cm 2 lembar,
(% 5P beraku untuk jongka waldu 3 (tige) tehun den dapat
diperbahans dengan mengajukan pesmehonan baru,

BAB I
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 8

(1} Bidan dan Bidan Madya dalam menjalankan prakik perorangan
herus memenuhi standar profesi sesusi dengan ketentuan yang
Bartaku,
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(=) DCufam melakukan prakdik perorangan ssbagaimana dimaksud ayal (1)
pasal ini, berkewsiban membanty progeam  Pemerintah  datam
peninghatan desajat kesahatan masyarakal khususnya kesahatan ibu,
anak dan kefuarga berencana,

Pasalg

Bidan dan Bidan Madya dalam molaksanakan prakik perorangan harua
mamiiki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Lokasi ruangan khusus dan tersedianya tempat Hdur.
2. Paralztan dan padengkapan sdminktras)
3. Obat-cbatan yeng dapal digunakan dalam melskukan prakiik,

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pagal 10

{1} Pembinasn dan pengawasan tethadap praktik Bidan dan Bldan Madya
dalam Casrah dilakukan Kepala Daerah molalul Dinga Kesehatan,

2] Delam meiaksanakan permbinasn dan pengawssan mengikutscrtakan
organisas| profes] Bldan.

(%) Pembinaan dan pengawasen scbagaimana dimaksud ayet (1) pasal ind,
dizrahkan pada peningkatan mutu pelaysnan dan pengabdian Bidan
dan Bidan Madya kepada magyarakat

Pasal 11

{1} Uniuk moningiatan pembinasn muty pelayanan Wepala Daersh
metalui Dinas Kesehatan membantuk Tim vang bertugas memantau
palaktannan prakié Bidan dan Bidan Madya,

(2} Tim sebagaimana dimaksud ayst (1) pasal i, dapat
menyalanggaraken kegimtan  lmish, melaksansikan  pemyuluhan,
pandidikan dan patatihan,

Pasal 12

PFimpinan sarana kesohatan waflk melsperkan Bidan dan Bidan Madya yang
bakerja dlinglungannya kepada Kepala Dacrah melahui Dings Kesshstan,

Pasal 13

(1} Bidan dan Bidan Madya sclama menjalanken lugas profesinya waib
mantisti semua ketontumn  peraluran perundang-undangin  yang
bariaku dan kebijfakan yang ditstapian alch Kepala Dasrah,

{2} Bidan dan Bidan Modya selama menisiankan fugas profesings wajib
meningkatikan pengetahuan profesinya,

Pamal 14

(1) Hidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praldilc wajib malakuban
pencatatan dan pefaporan bedsaitan dengan pelayanan yang diberkan,

(2) Pelnpcran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal jni, disampafian ke
[inas Kesshatan saliap & (snam) bulen sekali,



Pasal 16

Bidan dan Bidan Madya dilarang :

8. Melakukan perbuatan yang bertantangan dangan kode ofik Bidan

b. Menjalanican prefesinya dileor tarmpat yang wreantue dalam SIPE.

€. Menjaiankan profesi datam keadaon jasmand dan rahani terganggu.

4. Melakukan parbuatan laln yang bertentangan dangan profesi Bidan dan
Bidan Madya.

BaB Vil
PELAYANAN
Pasal 16

Bidon dan Bidan Madya dulam melsksonakan prakik mempunyal tugas
metayani sabagai barilot ;

4. Pelayanan Kebidanan,

b, Pelayanan Keiuarga Berenoana.

% Palayanan Keschatan Masyarakat

Pagal 17

(1) Pefayanan Bidan dan Bidan Madya sebagaimana dmaksed Pasal 15
Paraturan Daerah ini, diujukan kepads ibe dan anak,

{2} Pelayanan kepada fbu sehapalmana dimaksud ayst (1) pasal Ini,
dibarican pada masa pranikal, prahamd, masa kehamdan, masa
parsalinan, masa nifas, moasa menyusui dan masa antare (priode
intorvad

[k} PI|I-"'II'IIH'I kepoda anak sebagaimans dimaksud oyat (1) pasal inl,
diberikan pada masa bayi baru lhir, masa bayi, masa anek balita dan
masa prasckalah

Pasal 18

Palayanan Bidan dan Bican Madya kepada ibu meliputs kegintan :

a. Penyiluhan Konseling.

b. Pemerikgann Figk,

c. Pelayanan Antenstal pada kehamilan nomal.

d. Partelengan pada kehamilan abnormal yang mencalup tbu hamil yang

abartus hipars mesls gravidarum tingkat |, prosklamsi ringan dan ansmi

ringan.

Partalongan persalinan normal.

Paralongan persafinan anormal yang mencakup letak suUnsang, partus

macet , kepala didesar panggul, kebuban pecah dind (KPD) tanpa infeks,

pandarahan post partum, lesefas| jalan lahlr, distoksia karena anarsia

utari primer, post term dan pro benm,

g Pelayanan lbu nifas nommal.

., Pelayanan ibu nifes abnarmal yang mencakup retensia placenta reffatan
dan infeksi ringan.

I. Palsysnan dan pengobatan pada kelainan ginokoioghe yang mefiput
kepastihan, pendarahan tidak teratur dan panundasn haid,

Pagal 19
Petayanan Bidan den Bldan Madya kepada anak melipull kegiatan :

a. Pamesiksaan bayl banu lakir,
b. Posawatsn tall pusat

&~ a



¢. Perowatan bayi.

d. Perawatan tumbuh kembang anak.

& Pemberian pengobatan pada panyaki ringan.
I. Pambesian penyuiuhan,

Pasal 20

Bidan dan Bidan Madya clalam memberikan pelayanan kebidanan kepada
i dan anak sebagaimana dimakswed Pasal 16 hurul @ Peratwan Dasrah (ni,
barwanang unbuk ©

Memberikan suntikan pengobatan.
Iambarilan suntikan pada penyakit kehamilan.
Mamberian bimbingan senam hamil,
Ielaksanaken kwetase digital untisk sisa jaringan konaeps),
Episiobomi.
Isanjahiit ks apisiotomi dan luka jalan kabir sampal Snghkat 11,
Amniotomi pada pombuknm sonviks lebib dori 4 em.
Pemberian infus,
Pambarian suntikan intra miskuler ubsroloniks, antibictike dan sedativa.
Kompesi dimanual
Parsi susiras! gemeli pada kefahiran bayl ke 2 dan seterusnya,
Vakum exstraks| dengan kepala bayi didasar panggul,
. Pangandafian anemi,
Meningkatkan pemelilasaan dan panggunaan air susu bu.
. Reusitasd pada bayi baru lahit dengan noficea dan hifotermi,
Pembaritan minum dengan sundedpipet .
. Pomiberian obat-abatan torbatas.
Pamberian surat keterangan kelzhivan dan kematian.

fARfFISFToFOTsOnTE

Pagal 21

Bidan dan Bidan Madys dalam membarikan palgyanan keluargs bofencans
sehagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah ind, barwenang
uniteik :

1. Pumbevian obat don alst kesiraseps! melakd oral, sunb&an dan alat
kortrazeps dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kullt, kendem dan tablst
vaginal serta fissue vaginal,
pelayanan afek samping pemakal koniraseps).
Maladkukan pancabuten sipt kentrasepal dalam rakim letak normal,
. Melakukan pencabutan alst kentrasepsi bawah kult | AKBK ) tanpa
pemyalit.

Bt pa

Pasal 22

Didan dan Bidan Madya dalem memberdkan pelayanon  kesohatan
masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 huref & Parsturan Dascah ni,
barwanang umtuk -

1. Pembinsan peran serka masyaraket dibldang hesahatan lbu dan anake,
2. Pembinaan tenaga yang bekera dalam pelayanan kebidanan dongan

kemampuan lebih mndah,
3. Pambinzan tumbuh kembang anak,



Pasal 23

(1} Dalam keadsan danwat Bidan dan Bidan Madya bersenang
rurherilan peloyanan kebidanan selsin kewenangan sshagaimana
dimaksud Pasal 16 Paratuzan Dacsah ini,

() Pelayanan sebagaimana dimaksud syat (1) pasal in) ditujulan untuk
msnyelematican jiva pasien.

Pasal 24

{1} Bidan dan Bidan Macys dalam melaksanakan prakb¥ harus sosual
dangan kewsnangan yang diberkan berdasarkan pandidikan,
pengeiaman dan standar prafesi

{2) Setnin ketertuan sebageimana dimaksud ayat (1) passl ini, Bidan dan
Bidan Madya barkewaitan :

1. Marujuk kasus yang tidak dapat ditangani,

2. Menyimpan rahasia sesuai dengan katartiian peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

3. Maminta parsetujuan tndalan yang akan dilakukan,

4. Mambarikan informnsi,

5. Malakukan rekam madis dengan baik,

BAR X
KETENTUAN RETRIBUSI
Pagal 25

(1) Unfuk setiap pamberian SIPE dikenakan refribus,
(2) Besarnya retnibus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl, ditetaplkan
58 besar Rp.50.000.- (lima puluh ity nupiah).

BAB X
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

Rotribusl SIP8 digalangkan sebagal Rebibusl Jasa Umum,

BAE XiI
TOLOK UKUR PENGUNAAN JASA
Pasal 27

Timgknt panggpunaan jasa diukur bordasarkan pelayanan, |anls, galongan
dan jangia waklu penggunaan fasiitas yang diberfkan Dasrah.

BAE Xl
PRINSIP DAN SAS ARAN DALAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 28

Pringip dan sasaran dalam penetapan stidur dan besamya tarf refribusi
fsa Lmum didesaian pada hjuan  untuk memperssish keuntungan Yarg
layak sebagelmana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusahan
swasta safanis yang betoperasi sacara efisien dan berorisntas! pada harga
CaBar,



BAB XIn
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!
Pasal 28

Strubdur basamya barif ratribusd lerhadap pelayanan sebagaimana dimaksud
F'Iud 28 Poraluran Dasah ini, ditetapkan berdesarkan tingkat jasa
dibedkan,

Pagal 30

mmpm ratribusl SIPB hanya dikenakan 1 {sat) kali seliap pamberian

BAB X1V
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBLIS|
Pagal 21

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Dasrah tampat pelayanan [asa dan
fasiitas dibasikan,

BAB XV
MASA RETRIBLIS| DHH:‘MT RETRIBUS| TERHUTANG
wal 33

Masa Retrlbusl SiP8 adalah jangks wakty yang akan ditgtapkan oleh
Kepala Dagrah.

Pasal 33

Saal retribusi tenutang adaleh pada saat dieiepkannya SKRD ateu
dokuman lain yang dipersamakan,

BAB xvI
SURAT PENDAFTARAN
Pagsal 34

(1) Waib Retribus| wajis mangisi SP4ORD.

(2) SPHORD ssbagaimana dimaksud syat (1) pasal inl, harus diis| dengan
jelaz, borar dan lenghap serta ditanda tangani cieh Wajlb Retribusi
atau Kuasanya,

{3 Bentuk isl, serta tata cara pengisian  dan penyampalan SPIORD
ml'mam dimaksud ayat (1) passl inl, ditotapkan ofeh Kepala

BAB XVl
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 35

(1) Bardzzarkan SPE0RD schapeimara dimaksud Pasal 34 Perafuran
Daerah inl, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lainmya yang dipersamakan,

{2) Benfuk, isi den tats cara penerbiten SKRD stau dokumen lain Vg
diparsamakan sebagaimana dimaksed ayai (1) pasal ini, ditetapian
alah Kepals Daarah,
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BAB XV
TATA GARA PEMUNGUTAN RETRIBUS|
Pagal 36

Pamungutan retribusi Sdak dapat dibarangkan,
Refribusi dipungut dengan menggunakan SKRD astaw dokumen [gin
yang diparsamakan,

BAB XIX
SANHS! ADMINISTRAS!
Praal 37

Dalam hal Wagt Retribus| tidak membaysr tepa? pada waktunys atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berups bunga 2%
(dus persen) sefinp bulan darl retribusi yang torhutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD,

Pemregang SIPB  spablla melanggar Pasal T Peraturan Daerah i,
#kan dikenakan sankal berupa pencabuten (Zin yang ada serta
membekuknn'medarang praktik Bidan dan Bidan Madya.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pas=al 38

Pambayaran retribusi yang berhutang harus dilunasi sekaligus ol muka.

Untuk ratries| yang terhutang berdasarkan jangka wakiu pemekalan,
pambayaran retribusi ditakukan setolah barakhimya jangka wakiu
pemakaian.

Ratribusi yang terhutang dilunesi pada saat dierbitsannya SKRD atau
dotnamen lain yang dipersamatan,

Tata cara pambayaran, penyeloran, tempat pambayaran retribus diatur
dangan Keputusan Kepala Daarah.

BAB xX)
TATA CARAS PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 318

Retribusi berhutang berdasarkan SKRD otau  dokumen lin yang
dpzmamaken, SKROKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan
yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibavar bertambah
yang ek atay kursng dibeyar ofeh Walh Rotribusi depst disgih
meialui Badan Urusan Piutang den Lelang Negars (BUPLN),
Penaginan retribusl melsui BUPLN  dSisksanaban  berdasarkan
paraturan parundang-undangan yang besdaku,

BAB XXil
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pagsal 40

Wajh Retribusl dapst mengajukan keberatan kepada Kepala Dasrah
atauy pejabat yang diunjuk atas SKRD stau dokumen kin yang
diparsamakan, SKRDKET dan SKROLE.

Hebesatan digjukan secara fertulis dalsm bahasa |ndonesia dengan
digartai slasan-alasan yang sles.

Dialam Feal Walih Retribusi mengsjukan keberstan atas katetapan Wajib
Ratribusi, Wajib Rotribisi hanis dapat membukBan kebidsk benaran
ketatapan retribies] tarsabil.
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Keberstan hasus diajukan delam jangka waidu paling lama 2 (dua)

butan sejak SKRD atau dokumen tain yang dipersarmakan, SKROKET

dan GRRDLE diterbitkan, keeuali apabila Walb Retribusi terteaty dapat
menunjuikan bafrwa jangkn waktu it tidak dapal dipenuhi kafena
keadasn di luar kekuasaannya.

{5) Keberatan yang fidab rmemanubi parsyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (2) den ayat (3 pasal ini, tidak dianggap sebagai surat koboratan,
sahingga tidak diperfimbangkan,

(B} Pengajuan keberslan tidak memnda kews{iban membayar retribusi
dan palaksanaan persagihan mbribusl,

Pasal 41

(1) Kaopala Dasrah datam jangke wakiu paling Eama & (enam) bulan sejak
tanggal Surat Hsberatan diterima harus meombark keputusan atas
kabaratan yang diajukan.

(2} Hepitusan Kepals Coerah stas keberatan dopat bemipa menedma

selurufirya atau sebagian, mendlak. atau menambah besarmya ratrbusi

yang terhutang.

(3 Apabila jangka wakiy sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, teleh
fwwal dan Kepala Dmerzsh lidsk memberikan susty keputusan,
keberatan yang diajukan lesabut dianggap dikabulkan

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBLSI
Pasal 42

{1} Mas  kelebihan pembayaran  retibusi, Wajib  Roatribusi
mengajukian pesmohonan pongembalian kepada Kepela Dasrah.

(2] Kepala Daerah dalam janghka wakiu 6 (enam) bulan sejsk dferimanya
permwhenan kelebihan pembayaran retribusl sebagaimana dimaksud
Ayl (1) pasal i, harus membarikan keputusan,

(3 Apabia jangka waki sabagaimans dimaksud ayat (2) pasal ini, telah
dilampaul dan Kapala Daersh tidak membarican suabs koputusan,
permohonan ﬁ:twhﬁn kelabihan refribusi dianggep dikabulkan
dan EKROLA hars diterbithan dalam jangka wakby paling lama 1 (satu)

buslan,

{4} Apabila Waiib Retribusl mempunyal hutanyg retribusi lzinnya kelebihan
pembayaran rebibusi sebagalmana dimaksud ayal (1) pasal inl,
fangsing diparhiungkan untuk medunasi terlobih dahulu hutang retribusi
torsebut

() Pangemibalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimakswd
ayat (1) pasal ini, dilokukan dalar jangka wakty paling lama 2 (dua )
bufan sejak ditorbitkonnys SKROLB.

(6} Apabla pengembalian pembayaran refribusl dilakukan setolah lwwat
Jengia wakiu 2 {dua) buian, Kepala Daarah memberian imbalan bunga
sebosar 2% (dum persan) sebulan alas ketedambatan pembayaran
Felobihan retribusi tersobut.

Pagal 43

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayeran ratribusi diajukan
socara fertulls kepada Kaepala Deerah dengan sekurang-kumngrya
anynbatkan:

&, rfeaima dan alamat wallb rebribesi:
b. masa retribusi;

£ besamya kefebihan pambayaran;
d. almsan yang singkal dan jatas,
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Parmohonan pengembalian kelsbihan pembayaran retribus|  di-
sempalkan langsung atau melalul pos tercatat.

Bukti penarimaan oleh pejsbal Dmerah atse buldi penginman pos
ofcalat morupakan buidi sast permchonan dterima olah Kepols
Draarah.

Pasal 44

Pengemballan kelebihan rebribusi dilskukan dengan menerbikan Surat
Perintah Membayar Kalebihan Rabribasl.

Apabiia kefebihan pembayamn retribusi diperhitungken dengan utang
ratribusl lminnya, sebagalmana dimaksud Pazal 42 ayet (1) Pomatuman
D=erah ini, pembayaran déakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pamindahbulkaran jugs berlaku sebagal bukli pembayaran

BAR XKV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Paszal 45
Kepala Dacfah dapat memberikan pangurangan, kefingansn dan
perm behasan robribusi
Pemberian pengurangan, kerngenan den pembebesan retribusi
sebagalmana dimaksud ayat (1) pasal Inl, dengan memporhatikan
kamampuan Wajio Retribusl.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retibusi
ditetepkan oleh Kepata Daerah.

BAB XXV
HADALUARSA PEMAGIHAN RETRIBLS!

Fasal &5

Hak uniuk melakukon panegihon relibusi, kadaluorsa satelah

mefampaul jangka waktu 3 (liga) tshun ferhitung sejak  saat

tefutangnya retribusi, kecusS apabila melakukan findak pidana o

bidang retribusi,

Kadaluarsa penagihan rebribusi sebagaimana dimakaud myst (1) pazal

Inl afnngguh apabila:

& dEsrbRkanfyva sufat teguran; atau

b. ada pengakuan hutang retribusi dar Waljib Retribusi balic langsung
maupun Bdak langsung.

BAB XX
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUS|

Fagal 47

Pembayaran refribusi dibayarkan langaung kepada Bandahara Khusus
Panarima Dinas Keschatan, atau patugas yang ditunjuk.
Selambat-lambatnya 1 x 234 jam sesudah penerimaan semua hasil
pungutan refribusi yang ditskukan oleh Dinas Kesshatan malalul
Bendahara Khusus Penctima harus sudah menyetorkennya ke Bank
Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.
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BAB XXVl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

sohingga merugikan
kotangan Daersh diencam pidans krngan paling lama 6 [ enam) bulsn
sty donds paling banyai: 4 (empal) kal jumiah rebibus enisng,
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini
wdalah polanggaran.

BAB KXW
FENYIDIKAN
Fazal49

Pejabatl Penyidik Pegawal Meged Sip# (PPMS) & lingkungan
Pamesintah Dasrah dibei wawanang khusus sebagai Penyidik untuk
mstakukan penyidikan tindak pidana dibidang Refribusi Dasmh
sebagaimana dimakswd dalam Undang-undeng Hukum Acars Pidana
yang beriaku,

Wowananp Ponyidik sebagal dimaksud ayot (1) pesal Inl adalah :

a. menanma, mencad, mengumpdian dan menalill keterangan atay
laporan barkenaan dengan tindek pidana dibidang Retribugl Deerch
agar keterangen atau laporan tarsebul menjad| lengkap dan jolas;

c. maminty Kelerangan dan bahan bukti darl arang pribadi atau badan
sohulbungan dm tindak pidana dibidang Retribusi Daenak;

d. memaenkss buku-buby, catstan-catatan  dan dekumen-delumsan
Inin barkansan dengan tindak pidona dibidang Retrlbusl Dasrah;

o. malakukan penggelodshan uniuk mendapatan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan  dokumen-dokumen lain, sera

mualakukan penyitasn terhadap bahan bulti tersebut;

f. meminta banfvan tennge ahll delem rangke pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pldana dibideng Relibusi Daorah;

g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan at#u  tempat pada saat pemoriksazn sedang berdangsung
dan memerisa  identitas orang dan atau  dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf &

h. memolret sesasrang yang barkaltan dengan Bndak pldans Rabribus
Daarah;

L remanggil orang wntuk didengar keterangannya dan diperiksa
sabagai tersangks sanksi;

j  manghentikan peryidiian;
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k. melakukan tindakan lain yang perlu unhsk kefancaran penyidikan
findak pidana gibidang Refibusi Dsorah menweut hukum  vang
dapat dipartanggung jewabkan,

(3} Penyidik sabagaimana difaksud ayat {1) memberiahukan dimulalnya
parvyidikan dan menyampaikan hasll peryidiannys kepads Penuniu

Umum, sezual dengan katentuan yang diatur dalam Undang-undeng
Hukum Acara Pidana yang beraku,

BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80
Drlam jangka wakiu 1 (salJ) tahun se|ak berlakinya Peraturan Daerah in,
Bidan dan Bidan Madya yang sudah metakukan kegiatan profesing harus
mangadakan penyesuaian dengan ketertuan Peratiran Daerah [,
BAB X0
KETEMTUAN PENUTUR
Pasal 61

Dengan berakunya Peraturan Daerh ini, maka segala ketenhon yang
bortentangan dengan Peraturan Daarah ind, dinyataken tidak beriaku .

Pasal B2
(1) Dinas Kosshatan sebagai instansi teknis palaksana Poraturan Daerah
.

(2} Dinaz Fendapotan Deerah Kola Palembang merupakan Kooerdinater
pumgutan Rotribusi Dasrah,

(3 Hal-hal yang belum digbur dalam Peraturen Daeerah @i, sepanjang
wwmmmmmhpunhmhmmw
Daarah.

Pasal 63
Paratistan Dastah inl mulal berdaku pads tanggal diundengkan
Agar  supays setlap  orang  dapat mangatahulnys

mamerintahkan  pengundangen  Peraturan  Daash  Inl dengan
penempatannya dalam Lembaran Deerah Kota Palambang.

Ditatapkan di Palembang
pada tangpal & Jull 2002.
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